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Tentang A+ CSR Indonesia

A+ CSR Indonesia hadir sebagai social enterprise
yang menghimpun berbagai keahlian profesional
dalam isu-isu seputar CSR. Dengan keahlian itu,
berbagai permasalahan yang ada dalam
pelaksanaan CSR dapat diidentifikasikan dengan

tepat dan peluang bagaimana melakukan perbaikan

atasnya dapat direkomendasikan. Di sisi lain A+
juga menghimpun keahlian yang sama untuk
memajukan konsep CSR yang substansial, agar
khalayak dapat membedakannya dengan upaya
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Dari Redaksi

Politik Indonesia bulan ini diwarnai dengan kenduri akbar lima
tahunan berupa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Rl periode 2009-2014 sebagai bagian rangkaian dari
Pemilihan Umum Indonesia 2009 (Pemilu Indonesia 2009).
Peristiwa akbar politik ini akan menentukan siapa nahkoda negeri
ini dalam jangka waktu lima tahun ke depan serta menentukan
kebijakan Indonesia dalam membawa negeri ini menuju
kesejahteraan secara menyeluruh.

Tak terkecuali dalam praktik CSR. Harapan atas pimpinan politik
yang amanah itu pula yang digantungkan para penggiat CSR di
Indonesia agar pemerintah menjelma laiknya entitas sosial yang
turut berperan aktif mewujudkan CSR terbaik di negeri ini. Sinergi
antar tiga entitas sosial (pemerintah-bisnis-masyarakat sipil, tri
sector partnership) merupakan fondasi awal dalam mewujudkan
langkah pembangunan berkelanjutan yang substansial.

Upaya tak kenal lelah ini pula yang terus diretas oleh para
akademisi Indonesia dan internasional. Di tengah hingar bingar
pesta demokrasi, para akademisi Indonesia dengan setia tetap
menjaga pemahaman CSR sebagai alat dan langkah komitmen

menggunakan konsep tersebut untuk kepentingan
di luar pembangunan berkelanjutan. A+ bertekad
menjaga keseimbangan antara kritisisme terhadap
kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dengan

entitas bisnis untuk berkontribusi positif bagi pembangunan.
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia turut ambil bagian sebagai
penjaga setia konsep CSR dengan penyelenggaraan konferensi
internasional dan inagurasi empat academic chair dalam CSR.

optimisme rasional untuk perbaikannya.
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Peristiwva akademik itu dan peristiwa senada lainnya kian
menunjukkan bahwa CSR merupakan subjek ilmu pengetahuan
dengan urgensi yang tinggi di Indonesia.

Integritas para akademisi itu pula yang tercermin dari inisiatif
Sekolah Bisnis Universitas Harvard untuk mengambil sumpah para
wisudawan-wisudawan pascakrisis 2008-2009. Komitmen bekerja
dengan penuh etika dan berupaya menciptakan kemakmuran
ekonomi, sosial, dan lingkungan di dunia merupakan segelintir isi
bunyi sumpah para wisudawan tersebut. Harapan terciptanya
generasi dengan integritas keseimbangan triple bottom line
merupakan keniscayaan tersendiri hasil jerih payah para akademisi
dalam mengawal konsep CSR.

Dalam edisi ini perkembangan CSR juga direfleksikan oleh Richard
Welford. Melalui esainya The End of the Glossy Report? Welford
menyampaikan bahwa sudah bukan saatnya lagi laporan
berkelanjutan hanya sekadar “benda perhiasan” perusahaan.
Publikasi kinerja ekonomi-sosial-lingkungan merupakan hal yang
kian dinanti para pemangku kepentingan. Kebijakan transparensi
dan akuntabilitas maksimum merupakan langkah progresif menuju
terwujudnya praktik CSR terbaik.

Salam lestari. Selamat membaca!

Green Ads Space

Untuk mengiklankan produk yang ramah sosial dan lingkungan,
sponsorship, link ke laporan CSR perusahaan, agenda kegiatan CSR
(pelatihan, seminar, lokakarya, ekspo) atau lainnya yang relevan silakan
kontak ke media@csrindonesia.com.




Editorial

Semoga Bukan Lari dari Tanggung Jawab

8 Agustus 2009

khirnya, investasi PT Lapindo Brantas di
ASidoarjo berakhir dengan duka. Nestapa itu
bukan saja milik sang pengusaha, namun juga
bagi masyarakat. Lara itu semakin dalam setelah
akhirnya Polda Jatim memutuskan penyidikan kasus

itu stop dengan mengeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan (SP3).

SP3 itu dikeluarkan setelah polisi melakukan
pemeriksaan maksimal namun tidak bisa memenuhi
permintaan jaksa. "Maka dengan demikian unsur-
unsur pidana tidak terbukti. Putusan yang telah
memiliki kekuatan hukum itu, tetap menyatakan
tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus semburan
lumpur di Sidoarjo, melainkan fenomena alam dan
bukan kesalahan Lapindo.

Kendati desakan untuk proses ganti rugi terus
disuarakan, mungkin Lapindo sedikit tersenyum.
Dengan putusan semburan itu bukan lagi Lumpur
Lapindo (Lula), namun Lumpur Sidoarjo (Lusi), dan
diposisikan sebagai fenomena alam yang tidak ada
kaitannya dengan operasi pengeboran Lapindo, maka
setidaknya citra perusahaan milik kelompok Bakrie
itu sedikit menaik. Yang pasti dengan adanya SP3 itu,
maka status dari tersangka yang sudah ditetapkan
pada 13 orang dari pihak Lapindo menjadi gugur.

Dan sudah pasti bahwa karena ini didefinisikan
sebagai bencana alam, maka tanggung jawab penuh
penanganannya resmi beralih ke tangan pemerintah.
Serta sangat boleh jadi dengan politik cost recovery di
industri migas di Indonesia, berbagai pengeluaran
yang sudah diberikan Lapindo bisa ditagihkan
kepada keuangan negara.

Itu hanya dari segi spekulasi kalkulasi bisnis. Lalu
bagaimana dengan kerugian nyata yang dialami
masyarakat Sidoarjo. Jika itu memang benar-benar
bencana, semua orang pastilah pada akhirnya akan
menerimakan  dengan lega. Kendati  sakit

berkepanjangan, namun yang namanya bencana bisa
dialihkan ke persepktif evaluasi diri hubungan insan
dengan Tuhan.

Hanya saja, semua orang juga sadar bahwa bencana
di dunia tidak sepenuhnya merupakan perintah
Tuhan. Ada keterlibatan intens yang dilakukan oleh
manusia. Dalam naskah kitab suci Al-Quran misalnya
ditegaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini
adalah dampak dari tangan-tangan jahil manusia.

Dari segi rasa keadilan masyarakat, putusan hukum
itu jelas membuat khalayak kecewa. Kok, tega-
teganya mempermainkan nasib dan kehidupan
khalayak banyak sedemikian telanjang. Penderitaan
masyarakat Sidoarjo dan berbagai kerugian atas
berubahnya bangunan peradaban masyarakat
Sidoarjo menjadi kubangan lumpur, adalah hal yang
sangat mengecewakan dan membuat orang berputus
asa secara massal. Lalu, kendati pusat semburan
awal terjadi di lobang pengeboran Lapindo, tiba-tiba
kejadian itu didefinisikan kalangan punggawa
yudikatif sebagai bencana. Jelas siapa pun pasti akan
berspekulasi bahwa Lapindo hendak cuci tangan!

Terlepas dari itu semua, semuanya sudah terjadi.
Entah itu akan didefinisikan sebagai korban Lula
atau korban Lusi, yang namanya korban tetaplah
korban. Sepertinya pemerintah Indonesia harus
membuat strategi jitu untuk meyakinkan khalayak
internasional agar menjadikan Lula/Lusi sederajat
dengan bencana Tsunami, sehingga bala bantuan dan
recovery bisa berjalan lebih sistematis. Dan bagi
Lapindo sendiri, jika memang bantuan itu pada
akhirnya harus didefinisikan sebagai tindak
kedermawanan, maka ia memiliki pengalaman
panjang tentang perubahan mengenai institusi bisnis
menjadi lembaga sosial. Tentunya, jika semua pihak
mampu meyakinkan diri dan menyakinkan publik
bahwa langkah itu murni kerja kemanusiaan, bukan
langkah politik untuk lari dari tanggung jawab.
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Editorial

CSR yang Inovatif

20 Juli 2009

Global Compact Network (IGCN) mengadakan

sebuah diskusi bertajuk “Rethinking the Role of
Innovative CSR in Advancing Business Growth and
Socio-economic Development.” Diskusi setengah hari
tersebut bertempat di Universitas Katolik Atma Jaya,
dengan dua pembicara, Y. W. Junardy (Presiden IGCN)
serta Dr. Eric Santosa (Kepala Pusat Studi Ekonomi
Kreatif Unika Atma Jaya).

Selasa 14 Juli 2009 lampau, Sekretariat Indonesia

Dalam undangan yang disebarkan, termaktub latar
belakang dari diskusi tersebut: “Corporate Social
Responsibility (CSR) is not charity. However, most of
CSR activities in Indonesia are not more than
allocating some amount of money for certain
underserved or disadvantaged people. ...As such, CSR
activities are more often seen as a burden that

impedes the company's growth. ..In contrast,
international community sees CSR as important part
of business sustainability. ..Business leaders

nowadays are faced with the challenge to come up
with innovative CSR activities for sustainability of
their business and its contribution to economies and
societies.” Sebuah pengantar diskusi yang sangat
bernas dan faktual. Hingga sekarang, sebagian sangat
besar perusahaan di Indonesia yang menyatakan
dirinya menjalankan CSR memang baru sampai pada
tingkat memberikan donasi. Padahal, dalam survei
CSR Asia (2007) ditemukan bahwa donasi adalah
bentuk paling rendah dari aktivitas yang dianggap
sebagai CSR oleh para pemangku kepentingan se-Asia.

Sangat tepat pula pernyataan bahwa aktivitas CSR
yang inovatif—yang sekaligus menjamin
keberlanjutan bisnis dan menyelesaikan berbagai
masalah yang dihadapi masyarakat—merupakan
tantangan yang harus dijawab oleh para pebisnis yang
memiliki rasa tanggung jawab sosial. Dalam kata-kata
Adam Werbach—bekas Presiden termuda Sierra Club
yang kini menjadi seorang “corporate activist”"—para
manajer CSR yang gagal menyatukan kepentingan
komersial perusahaan dengan kepentingan
masyarakat yang luas pasti akan terpinggirkan. Dalam
tajuk artikelnya di majalah Ethical Corporation edisi
terbaru, ia seakan mengancam, “Reform or Die.”

Jadi, bagaimana caranya agar CSR menjadi inovatif,
atau (meminjam ungkapan Werbach) agar CSR tak
segera menemui ajalnya? Junardy menyarankan agar

perusahaan melongok kemungkinan pasar yang
inklusif. Pasar ini—yaitu sumberdaya yang dimiliki
oleh masyarakat yang berada di dasar piramida
ekonomi—adalah ceruk yang selama ini tak diurus
benar oleh perusahaan. Padahal, sebagaimana yang
ditunjukkan oleh Muhammad Yunus, CK Prahalad atau
Stuart Hart, melayani kepentingan ekonomi mereka
sangatlah menguntungkan. Tantangannya adalah
bagaimana perusahaan menemukan produk yang
benar-benar  bermakna  untuk  meningkatkan
kesejahteraan—bukan sekadar konsumsi!—mereka
dengan mendapatkan model bisnis yang tepat. Maka,
Junardy menyarankan kita untuk belajar baik-baik
dari Grameen Bank serta konsep Bottom of Pyramid
untuk membuat berbagai aktivitas CSR yang sekaligus
menguntungkan perusahaan.

Santosa lain lagi pemikirannya. Meminjam pemikiran
dari artikel seminal karya Porter dan Kramer (2006),
ia menyarankan perusahaan untuk melakukan value
chain analysis terhadap masyarakat sekitar terlebih
dahulu sebelum membuat berbagai aktivitas CSR.
Kalau itu dilakukan, maka perusahaan akan
mengetahui kondisi sosial, budaya dan ekonomi
masyarakat sekitar, sehingga memungkinkan aktivitas
CSR yang mengikutsertakan masyarakat dalam
partisipasi penuh. Tapi dalam hal apa aktivitas itu
dilakukan? Menurut Santosa, dalam aktivitas “...that
introduce a little more advance form of activity
systems.” Ini berarti bahwa perusahaan menjadi agen
perubahan sosial yang strategis, yang tidak
bermaksud dengan sekonyong-konyong mengubah
kehidupan masyarakat setempat dalam loncatan
kebudayaan yang konyol—sebagaimana yang
ditunjukkan oleh banyak perusahaan selama ini.

Memfokuskan diri pada kelompok masyarakat rentan,
dan berusaha menjadi agen perubahan sosial yang
sabar dan telaten tampaknya merupakan jawaban
yang diajukan oleh kedua pembicara atas pertanyaan
di atas. Itu juga jawaban yang pernah diajukan oleh
Michael Hopkins dalam CSR and International
Development (2007). Jadi, hampir pasti bahwa
jawaban itu benar adanya. Dan, kalau begitu,
perusahaan-perusahaan di Indonesia yang
kecenderungan donasinya masih besar sangat perlu
belajar banyak. Semoga saja mereka bisa belajar
dengan cepat.
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Indonesia's Texas? Rural Java Braces for Oil Boom

11 Agustus 2009
Sumber :

www.reuters.com/article/environmentNews/idUSTRE57903420090810?feedType=RSS&feedName=environment

Bojonegoro - Few things seem to
happen at speed in this sleepy Java
town where rickshaws ply the
streets. But this rural area of rice
fields and teak forests is set to be
transformed by Indonesia's biggest
oil find in years. Qil production
could start to flow from the huge
Cepu field straddling East and
Central Java later this month and
eventually add millions of dollars to
the coffers of local governments, as
well as an influx of workers and a
wave of new expectations.

The head of the Bojonegoro district,
where most of the Cepu field lies,
wants people to keep their feet on
the ground. "I don't want my people
to have false dreams. Yes maybe it
will be like Texas here, but my
people can't get access to that"
regency head Suyoto said in an
interview in his modest offices.
Southeast Asia's biggest new oil
field is estimated to contain 350
million barrels of crude, currently
worth more than $24 billion on
global markets. It also has big
reserves of gas. "They imagine that
they will become rich with the oil
and gas," said Suyoto, 44, who like
many Indonesians goes by one
name and was previously the rector
of alocal university.

The Bojonegoro regency, which has
a population of about 1.2 million, is
currently the 4th poorest district in
East Java, relying on a rural
economy based on rice, corn and
tobacco. Suyoto wants to prioritize
using the district's share of oil
revenue, which is due to hit an
annual peak of 2 trillion rupiah
(about $200 million) in the next few
years, to develop its pot-holed
roads and upgrade agriculture
through irrigation and greater use
of livestock such as cattle and
sheep. "Why agriculture? Why
husbandry? Because most people

can do that," he added, noting many
of the oil and gas jobs would be far
too skilled for local workers.

Cepu was discovered by U.S. oil
giant Exxon Mobil in 2001, but then
faced hurdles ranging from land
disputes to rows over revenue
sharing and the routing of pipelines.
The arguments raged despite a dire
need for Indonesia to raise flagging
oil output. A deal was finally struck
with state oil firm Pertamina in
2006 to jointly develop Cepu with
Exxon as operator. Both firms hold
45 percent in the project and the
remaining 10 percent is held by
four local governments in Central
and East Java.

Sensitive Resources

Exploiting natural resources in
Indonesia, particularly when it
involves foreign companies, can
often be sensitive. The huge
Grasberg copper and gold mine in
Papua, operated by Freeport
McMoRan Copper & Gold Inc, has
been a frequent source of friction
over its environmental impact and
the share of revenue going to
Papuans. Exxon has also faced
pressure over alleged abuses by the
Indonesian military guarding its gas
project in Aceh on the far northern
tip of Sumatra.

Cepu is in the heart of densely
populated Java and there have been
some protests calling for more local
jobs in the project The early stages
of the project have not required
much labor, but when the project
cranks up toward full production
then the numbers should jump, said
Deddy Afidick, a spokesman for
Mobil Cepu Ltd, a unit of Exxon
Mobil. "When we start full
production we are going to have
five major contractors, it will
involve hundreds, probably, of sub
contractors and other local

contractors also," said Afidick,
adding that thousands of workers
might need to be hired. The firm,
which has set up an information
office in Bojonegoro, had started
programs such as vocational
training to ensure host
communities benefited from the
project, he added. The project
would not be cut off from the local
community in the way that some
Indonesian resource projects have,
pledged Maman Budiman, senior
vice president at Exxon Mobil
Indonesia.

Some resource projects involving
foreign firms in more remote areas
like Papua are basically self-
contained guarded enclaves with
on-site housing and other facilities.
Right now Bojonegoro and Cepu,
the other main town near the field,
only have a handful of fairly basic
hotels between them to cater for
growing numbers of visitors related
to the project. The Griya Dharma
Kusuma in Bojonegoro has only 15

rooms and while perfectly
comfortable the hotel does not
exactly have the full set of

amenities that some expatriate
workers might expect.

The city has no shopping malls and
few western brands, while only a
handful of restaurants offer non-
local dishes. But closer to the oil
field there are signs of a building
boom in some villages with new
homes emerging and a recently
opened combined hotel and
restaurant offering rooms and food.
District head Suyoto said he had
given permits to build more hotels
and was also looking at ways of
promoting  tourism  including
building a waterpark and even oil
tourism.

Traditional Miners
This part of Java has had a long
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association with oil and the Dutch,
Indonesia's former colonial rulers,
operated oil fields in the area
although  never realized the
potential of Cepu. Indonesian cities
such as Balikpapan on the eastern
coast of Borneo and Pangkalan
Brandan in Sumatra saw earlier oil
booms often led by the operations
of the Royal Dutch Shell company,
which has strong roots in
Indonesia.

A short drive out of Bojonegoro and
farm laborers toil in fields building
irrigation trenches to grow rice,
appearing oblivious to a huge oil
drilling site being operated by
Pertamina and Petrochina, which
also has operations in the area. In

the Tuban area nearby towering
flare stacks burn off gas as a by-
product from pumping oil. The
billowing flames emit heat that can
be felt from the road, while
artificially illuminating the night
sky as villagers pray at a mosque
besides the site.

In other parts of Bojonegoro,
nodding donkey-style oil pumps dot
the landscape, while in the Woncolo
area traditional "oil miners" work
in messy tar-stained camps reeking
of oil.Reminiscent of Texas oil
prospectors of a century ago, these
freelancer oil men use rickety
wooden frames with pulleys, a few
still operated by hand, to retrieve
oil in wells up to 400 meters

(1,300ft) deep. They then heat the
oil on wood fires to burn off water.
At one well, the miners, some
puffing away on cigarettes, said
they got enough oil to fill two car
tanks a day. Other miners said they
could earn from 200,000 rupiah
($20) a day shared between a team
of at least three.

The work can be dangerous with
three killed so far this year after
rigs collapsed, but one 67-year-old
worker said authorities should not
try to regulate them and be content
with the wealth from the Cepu field.
"The small wells should be for
people like me," said Soeroso. "The
government should be happy
because it has the deep well."

Moody's Beri Outlook Negatif untuk Perbankan Indonesia

11 Agustus 2009

Sumber : http://www.detikfinance.com/read/2009/08/11/114624/1181066/5/moodys-beri-outlook-negatif-

untuk-perba

Jakarta - Lembaga pemeringkat,
Moody's Investors Service
memberikan outlook negatif untuk
perbankan Indonesia dalam 12-18
bulan ke depan. Perbankan
Indonesia akan menghadapi
peningkatan tekanan pada bulan-
bulan ke depan. "Dalam 12 bulan ke
depan, perbankan Indonesia akan
menghadapi peningkatan tekanan
terutama dari sisi kualitas aset,"
ujar Beatrice Woo, Vice President
dan Senior Credit Officer Moody's

dalam siaran persnya, Selasa
(11/8/2009).

"Outlook kami untuk sistem
perbankan Indonesia juga
mengasumsikan bahwa kondisi
makro ekonomi eksternal yang
sudah menyebar tidak akan
berlarut-larut," tambahnya.
Moody's memberikan peringkat

untuk 10 bank di Indonesia untuk
simpanan dalam valas di B1,
peringkat simpanan dalam mata
uang global bervariasi dari Baa2

hingga Baa3 dan peringkat
kekuatan finansial Bank bervariasi
dari D- hingga D+ "Dalam
lingkungan terkini, hasil dari
pertumbuhan pinjaman yang cepat,
rata-rata 20% per tahun dalam 5
tahun terakhir, berpotendrsi
menjadi sumber biaya kredit yang
lebih tinggi dan sebagai ujian bagi
sistem manajemen risiko bank yang
sudah diperbaiki,” tambah Woo.

Dalam beberapa kasus, perbankan
telah memulai pada kredit
konsumsi dan juga kredit UKM yang
merupakan area baru bagi mereka
sehingga tanpa disertai risiko.
"Lebih jauh restrukturisasi kredit
cukup rendah di tengah pelemahan
ekonomi dan dapat berpotensi
menjadi masalah khusus untuk
bank BUMN. Dalam konteks ini,
rasio NPL telah naik menjadi 4,06%
pada April 2009 dari 3,20% pada
akhir 2008," imbuhnya.

Selain itu, masalah likuiditas, harga

menjadi salah satu ancaman
sehingga menyebabkan net interest
margins mengalami kontraksi dan
menimbulkan kompetisi yang ketat
untuk penarikan dana simpanan.
Masalah ini bisa meningkatkan
biaya dana. "Disisi lain, manajemen
bank telah melakukan navigasi
secara sukses melalui periode
ekonomi yang sulit pasca Kkrisis
1997. Dan mereka diperkirakan
akan memberikan respons yang
baik dan dengan pengalaman
mereka untuk menghadapi kondisi
terkini," ujar Woo.

Meskipun outlook negatif, namun
Moody's secara umum menilai
perbankan Indonesia memiliki alat
yang cukup baik untuk menyerap
berbagai  tekanan.  Sementara
manajemen dianggap memberikan
respons yang cepat menghadapi
lingkungan terkini.
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Inco Lanjutkan Perundingan Dengan Warga Sorowako

10 Agustus 2009

Sumber : http://www.detikfinance.com/read/2009/08/10/094748/1180308/6/inco-lanjutkan-perundingan-

dengan-warga

Jakarta - Manajemen PT
International Nickel Indonesia Tbhk
(INCO) akan kembali bertemu

dengan masyarakat Sorowako hari
ini pukul 15.00 waktu setempat,
sebagai kelanjutan perundingan
Kamis (6/8/2009) mengenai PHK.
"Betul akan ada pertemuan jam 3
sore. Rencananya kami akan
bertemu langsung dengan Direksi
INCO yang berasal dari Kantor
Pusat Brazil," ujar Ketua Kerukunan
Wawainia Asli Sorowako (Kwas)
Andi Duding saat berbincang
detikFinance , Senin (10/8/2009).

Menurut Andi, dalam pertemuan
tersebut, pihaknya ingin meminta
komitmen kepada manajemen INCO
agar penduduk setempat tidak
sampai masuk dalam daftar PHK.
Sebelumnya PT INCO telah
melakukan PHK terhadap 87 orang

karyawannya, dan dikabarkan pada
bulan September mendatang INCO
juga akan kembali melakukan PHK
terhadap 500 orang. "Kalau orang
lokal disini di-PHK, kami mau
kemana?" jelas Andi.

Sementara itu, Direktur Media dan
Komunikasi INCO, Jannus TH
Siahaan membenarkan soal
pertemuan tersebut. Pertemuan
tersebut merupakan kelanjutan
dari pertemuan yang telah
dilakukan antara manajemen INCO
dengan masyarakat pada Kamis
(6/8/2009) lalu. "lya benar akan
ada pertemuan lagi hari ini. Mudah-
mudahan akan segera ditemukan
titik tengah," jelas Jannus saat
dikonfirmasi detikFinance . Namun
Jannus memastikan  pertemuan
yang terjadi hari ini tidak akan
mengganggu kegiatan operasional

PT INCO. "Kegiatan tersebut
nantinya tidak akan mengganggu
operasional INCO,"ungkap Jannus.

Saat ditanya soal rencana PT INCO
untuk memecat 500 karyawannya
pada September mendatang, Jannus
enggan  berkomentar. Menurut
Jannus, hingga saat ini belum ada
pemberitahuan  mengenai  hal
tersebut. "Sejauh ini yang telah
formal disampaikan oleh
manajemen kepada internal terkait
program efisiensi dalam bentuk
restrukturisasi organisasi
(penggabungan dan penghapusan
departemen dalam PT INCO ) guna
mempertahankan keberlangsungan
perusahaan secara jangka panjang
adalah terhadap 87 karyawan dari
level Direktur sampai dengan
senior staf," paparnya.

Rl May Lose Natural Frest by 2015, Says Enviro Expert

4 Agustus 2009

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2009/07/30/ri-may-lose-natural-forest-2015-says-enviro-

expert.htm

Indonesia may lose its status as the
world’s third-largest forest nation
by 2015 as the country’s natural
forests are likely to disappear due
to deforestation and lax efforts to
replant logged forest areas. Rinekso
Soekmadi, a forestry expert from
the Bogor Institute of Agriculture
(IPB) said the government should
take tough action to force forest
concession holders (HPH) to
replant logged forest areas.
“Otherwise, all natural forests will
be lost by 2015. This is the worst
case scenario based on current
rates of deforestation,” he said.

The government has allocated 64
million hectares of natural forests,
out of the country’s 120 million, as
forest concession areas that can be

legally logged. Rinekso, IPB’s
director of international
cooperation, said that much of the
total 120 million hectares of natural
forests, were located in forest
concession areas. “The declining
trend of deforestation from 2.8
million hectares in the 1990s to the
current level of about 1 million
hectares is not due to improved
forestry management,” he said. “It
is because we don’t have enough
existing forests anymore.”

Rinekso said the government’s
forestry management gave too
many benefits to concession
holders as there was no clear policy
requiring them to take
responsibility for severely
depleting the country’s forests.

“Many HPH holders then leave
concession areas without
replanting trees there,” he said.

The forests are the natural habitat
of wild animals and plants that
make Indonesia’s biodiversity so
rich. Indonesia is world renowned
for its biodiversity, with nearly
3,700 species, or 15 percent of the
world’s total fauna found within the
archipelago.

With the severe impact of climate
change, calls for forest nations to
preserve forests continue to grow
in order to prevent the emission of
carbon dioxide retained in tress.
The Guinness Book of World
Records claims that Indonesia’s
rate of deforestation is the highest
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in the world, with the equivalent of
three soccer fields cleared every
hour. Around 1.8 million hectares
of rainforest were cut down in
1997, with figures jumping to 2.8
million hectares per year between
1998 and 2000. Since then,

Lapindo SP3

8 Agustus 2009

clearance rates have remained high,
at 1.8 million hectares.

Executive director of Greenomics
Indonesia, Elfian Effendi, said that
concession holders should uphold
their obligation to replant trees as

Sumber : http://matanews.com/2009/08/08/lapindo-sp3

Surabaya - Kepolisian Daerah
(Polda) Jatim menerbitkan surat
perintah penghentian penyidikan
(SP3) terkait kasus Lapindo karena
dinilai tidak bisa memenuhi
petunjuk Jaksa Penuntut Umum
(JPU) untuk membuktikan dugaan
tindak pidana. Kabid Humas Polda
Jatim, Kombespol Puji Astutik,
Jumat, mengatakan, karena
beberapa unsur tindak pidana
sesuai dengan pasal 187 dan 188
KUHP serta pasal 41, 44, 46 UU RI
Nomor 23 Tahun 1997 tentang
pengelolaan  lingkungan hidup,
maka kasus tersebut tidak bisa
diteruskan.

“Berdasarkan fakta - fakta dalam
pemeriksaan, dan juga sebanyak
empat kali pengiriman berkas
perkara yang terus ditolak oleh JPU
serta tidak bisa membuktikan
adanya unsur tindak pidana, maka
tim penyidik mengeluarkan SP3,”
katanya. la mengemukakan,

petunjuk yang dikeluarkan oleh JPU
yaitu untuk membuktikan korelasi
dan sebab akibat keluarnya
semburan lumpur yang keluar pada
radius 150 meter dari pusat
pengeboran. “Jadi hingga saat ini
kami belum bisa membuktikan
adanya korelasi antara semburan
lumpur dengan pusat pengeboran
yang dilakukan oleh Lapindo,”
katanya.

Petunjuk lain yang diberikan oleh
JPU dan belum bisa dipenuhi oleh
tim penyidik yaitu tidak adanya
kesaksian yang  membuktikan
bahwa mata bor yang digunakan
oleh Lapindo menyentuh semburan
lumpur yang berjarak 150 meter
dari pusat pengeboran. “Dua
petunjuk itulah yang hingga saat ini
belum bisa dipenuhi oleh tim
penyidik  untuk  membuktikan
adanya dugaan tindak pidana”
katanya. Selain itu, kami sudah
berulang kali melakukan gelar

APP Engaged in Protecting Animals

04 Agustus 2009

stipulated in their logging licenses.
“If they fail to uphold their business
plans to preserve the concession
areas they work in, the
management of those companies
could be sent into jail,” he said.

perkara terkait kasus ini dan
melibatkan banyak saksi ahli untuk
membuktikan adanya tindak pidana
tersebut. “Namun lagi-lagi setelah
hasil penyidikan tersebut kami
kirimkan ke kejaksaan tinggi
kembali ditolak,” katanya.

Kemudian pada saat tim penyidik
melakukan gelar perkara yang
terakhir, lanjut ia, tepatnya pada
tanggal 24 juli 2009, bertempat di
ruang Direskrim Polda Jatim, tim

penyidik  memutuskan  untuk
menghentikan kasus ini dengan
alasan tidak bisa memenuhi

petunjuk yang diberikan oleh JPU.
“Kami sudah berupaya semaksimal
mungkin untuk memenuhi petunjuk
JPU. Namun, ada beberapa petunjuk
JPU yang selalu diulang dan tidak
dapat kami penuhi untuk saat ini.
Hal itulah yang menyebabkan tim
penyidik  mengeluarkan  SP3”
katanya.

Sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2009/08/05/app-engaged-protecting-animals.html

Asia Pulp & Paper (APP) said that
pulpwood supplier Rimba Hutani
Mas (RHM) had signed a joint
declaration to establish the Taman
Raja Nature Preserve (TRNP) along
with  the  Jambi provincial
government, the Forestry Ministry,
a number of local NGOs and public
figures from the local community.

APP said in a statement that the
TRNP was found to become an

important habitat for many unique
and protected species of plants and
animals, including the sun bear,
clouded leopard and Sumatran
tiger, and was a crucial water
catthment area for the local
community. "With the support of
APP, RHM has set aside 9,687
hectares of its government-
appointed concession area to
ensure the conservation of this
important area,” it said.

It marks a commitment to maintain
and develop a wildlife corridor
connecting the TRNP and the

144,223 ha Bukit Tigapuluh
National Park. TRNP and the
wildlife corridor will provide
additional  protection for the

animals and ensure they have
uninhibited access to and from the
national park.
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iIPod Meledak, Apple Sodorkan Uang Tutup Mulut?

4 Agustus 2009

Sumber : http://www.detikinet.com/read/2009/08/04/091229/1176873/317/ipod-meledak-apple-sodorkan-

uang-tutup-m

London - Sebuah iPod Touch milik
seorang remaja 11 tahun, Ellie
Stanboroug, meledak. Dikabarkan,
Apple menawarkan uang ganti rugi
kepada ayah si korban dengan
syarat mau menandatangani
sebuah perjanjian. Namun, ayah si
korban -- Ken Stanboroug--
menolak menandatangani
perjanjian yang intinya meminta

agar korban tutup mulut atas
kejadian tersebut. Alasan
penolakan itu, mereka takut

dituntut jika keceplosan bercerita
tentang insiden iPod meledak
tersebut. Peristiwa iPod Touch

18 LSM Tolak HTI

27 Juli 2009

meledak yang dialami remaja
tersebut terjadi bulan Juli 2009.
Dikutip detikINET dari TheTimes,
Selasa (4/8/2009), saat kejadian,
ayah remaja tersebut mengaku
mendengar suara berdesis dan
melihat asap keluar dari gadget
anaknya.

Sontak si ayah melemparkan iPod
Touch tersebut ke pintu belakang
rumah, dan dalam hitungan 30
detik, terdengar suara ledakan,
asap pun mengepul dari pemutar
musik itu. Ini bukan kejadian
pertama iPod Touch meledak.

Sebelumnya, seorang anak di Ohio
dilaporkan mengalami luka bakar
karena iPod Touch yang
disimpannya di dalam kantong
celana meledak.

Belum ada konfirmasi apakah
memang benar Apple menawarkan
perjanjian untuk tutup mulut pada
keluarga tersebut. Namun Ken
menunjukkan pada The Times surat
yang dikirimkan Apple mengenai
hal itu.

Sumber : http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/27/03444429/18 1sm.tolak.hti

Jambi - Sebanyak 18 lembaga
swadaya masyarakat lingkungan
hidup dan organisasi mahasiswa
pencinta  alam  di Jambi
mengeluarkan petisi yang
menolak izin hutan tanaman
industri  118.955 hektar di
kawasan  penyangga Taman
Nasional Kerinci Seblat,
Kabupaten  Merangin, Jambi.
Pembukaan hutan  tanaman
industri  (HTI) dikhawatirkan
berdampak pada bencana
ekologi, meningkatnya konflik
masyarakat, serta punahnya
satwa liar yang dilindungi.

"Kawasan yang akan dijadikan
HTI itu merupakan area resapan
air dan sejumlah hulu bagi Sungai
Batanghari. Perubahan fungsi
kawasan akan menimbulkan
bencana bagi masyarakat di
sepanjang sungai,” ujar Eko
Waskito, koordinator petisi yang
juga Direktur Lembaga Tiga

Beradik, Minggu (26/7) di Jambi.
Petisi itu ditandatangani 18
lembaga swadaya masyarakat
(LSM) lingkungan dan organisasi
mahasiswa pencinta alam.
Organisasi itu antara lain Walhi
Jambi, Komunitas Konservasi
Indonesia Warsi, LBH-
Lingkungan, Perkumpulan Hijau,
Perkumpulan Gita Buana, Mapala
Gitasada, dan Mapala Himapasti.

Menurut Eko, petisi itu telah
disampaikan kepada Kepala
Dinas Kehutanan serta Balai
Konservasi Sumber Daya Alam
Provinsi Jambi. Petisi tersebut
juga akan disampaikan kepada
Gubernur Jambi dan Menteri
Kehutanan pada Senin ini.
Kawasan yang akan dikonversi
menjadi HTI itu rencananya
dikelola PT Duta Alam Makmur.
Kawasan tersebut merupakan
penyangga Taman  Nasional
Kerinci Seblat pada wilayah

barat. Lahan yang akan dijadikan
HTI seluas 118.955 hektar, terdiri
atas eks hak pengusahaan hutan
PT Sarestra Il (47.645 hektar),
Nusa Lease Timber Coorperation
(56.770 hektar), dan Rimba
Kartika Jaya (14.540 hektar).
Selain sebagai area hulu sungai
bagi Batanghari, kawasan yang
akan dikonversi itu dinilai tidak
layak untuk dijadikan HTI
mengingat kondisi topografinya
yang curam, 45-70 derajat.

Hutan alam tersebut juga
merupakan habitat bagi satwa
liar yang dilindungi dan hampir
punabh, seperti harimau sumatera,
ungko, siamang, tujuh jenis
burung rangkong, macan dahan,
kucing mas, dan tapir. Di sana
juga terdapat kambing gunung
(Muntiacus montanus), spesies
yang ditemukan di kawasan
tersebut pada tahun 2008. (ITA)
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Catatan dari Penembakan di Jalur Timika-Tembagapura

Taufik Rahman
Aktivis Lingkar Studi CSR

tas kejadian penembakan di jalur Timika-

Tembagapura yang menewaskan sejumlah

karyawan PT Freeport, analisa dan

pemberitaan media mengarahkan kasus itu

sebagai bukan sebagai soal kriminal murni.
Kendati semua pihak tampak sepakat bahwa semua
kesimpulan dan keterangan harus menunggu hasil
investigasi  kepolisian, namun  opini  publik
setidaknya mengarah pada tiga asumsi besar:
Pertama, kejadian itu berhubungan dengan soal
konflik klasik tentang soal peralihan kue “jasa”
keamanan objek vital nasional antara TNI dan POLRI;
Kedua, penembakan itu dialamatkan sebagai
aktivitas gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM);
Ketiga, soal sejarah hubungan antara Freeport
dengan masyarakat adat Papua yang masih penuh
dengan tinta merah.

Dari perkembangan berita di Media, ketiga arus
asumsi itu masih tampak dominan. Penemuan
puluhan dan mungkun ratusan peluru buatan pindad,
penangkapan sejumlah karyawan Freeport yang
diduga terlibat dalam aksi penembakan yang
berimplikasi kemungkinan adanya analisis hubungan
tidak harmonis antara karyawan lokal dan non-lokal,
merupakan  kerangka yang tampak masih
dipertahankan. Belum ada ketegasan bahwa kejadian
itu adalah sebuah tindakan kriminal yang
menandakan lemah dan "gagal’nya aparat keamanan
di lingkungan Freeport yang terkenal sangat ketat.
Freeport memang hingga kini masih menyisakan soal
warisan masa lalu mengenai "perampasan” wilayah
adat. Kendati pada saat yang bersamaan Freeport
telah banyak berkontribus i bagi kemajuan Papua
dan Indonesia, namun catatan sejarah kelam ini
hingga kini masih belum bisa terhapus dengan
sempurna. Dan mungkin, jika memerhatikan pola
pikir dan budaya masyarakat adat Papua, apalagi
berkenaan dengan penghilangan nyawa, sepertinya
tidak akan pernah mendapatkan titik temu dan
kesepakatan penyelesaian masalah yang tuntas.

Timika dan Tembagapura sendiri jelas menjadi
sebuah kota yang relatif jauh lebih maju dan lebih
modern dibandingkan wilayah lain di Papua adalah
berkat Freeport. Pun dengan dinamika dan arus
perputaran ekonomi di wilayah itu yang sedemikian
kencang. Kendati demikian, demikianlah Papua. Suka
atau tidak suka, memang pembangunan Papua masih
menyisakan soal perubahan kultur yang masih

memerlukan waktu teramat panjang. Baik berupa
perubahan dari dari kultur tribal menuju ke kultur
yang lebih maju, apalagi perubahan kultur menjadi
masyarakat industri yang dijajakan dan ditampilkan
oleh kerja Freeport.

Semuanya, bisa saling beradu pendapat bahwa
Freeport telah berkorban sedemikian banyak—
dengan tentunya juga sudah meraup untung yang tak
terhingga, versus pengorbanan yang tiada terhingga
pula dari masyarakat adat Papua. Belum lagi jika
dihubungkan dengan masih lemah dan masih
jauhnya kinerja pemerintah daerah yang menurut
pengamatan banyak pihak masih jauh dari
pemenuhan standar minimal. Operasi Freeport di
Papua, memang berada di remote area, lengkap
dengan berbagai dinamika sosial-budaya yang
teramat unik.

Terlepas dari itu semua, kejadian penembakan dan
kembali menjadikan Timika-Tembagapura menjadi
wilayah dan jalur yang mengerikan, pastilah
merupakan sebuah tragedi. Dan penjelasan akan itu
semua, sepertinya akan tetap menjadi sebuah
misteri. Pastilah akan banyak versi dan pada
akhirnya bisa jadi akan menguap begitu saja.

Freeport sendiri sepertinya tidak akan mungkin
mengeluarkan ancaman untuk hengkang dari Papua.
Hingga kini wilayah Papua bagi Freeport masih
tampak sebagai gunung es emas, intan dan bahkan
mungkin  uranium yang baru tergali di
permukaannya saja. Sebaliknya  pemerintah
Indonesia juga sepertinya masih memiliki pandangan
bahwa kematian yang terjadi di bulan Juli di jalur
Timika-Tembagapura, tidak menjadi alasan kuat
untuk mengusir operasi Freeport di Papua. Publik
juga sepertinya tidak akan bisa banyak berharap
memeroleh kejelasan yang memuaskan atas kejadian
yang mengenaskan itu. Semuanya akan terancam
mengambang.

Sepertinya semua pihak hanya akan bermain di level
penjelasan umum yang multiinterpretasi. Bahwa
Freeport masih memiliki agenda besar tentang
pemahaman kultur masyarakat adat Papua. Pun
dengan para penegak hukum. Mengapa?
Penganiayaan dan apalagi peristiwa pembunuhan di
lingkungan masyarakat adat Papua, pastilah memiliki
alasan-alasan kultural yang kuat. Dan kejadian
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seperti ini, di masyarakat adat Papua, alih-alih terjadi sering menyisakan dendam dan memori penderitaan
penyelesaian masalah yang tuntas, biasanya lebih yang berkepanjangan
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m Corporate Social Responsibility in Asia
Business Solutions for Global Challenges

Reporting and Communications

Location
1 Malaysia, 18 September 2009. Course Leader Rikke Netterstrom and Gabriel Chong
1 Singpore, 30 September 2009. Course Leader Erin Lyon

Topics Include

Identifying the key issues on which to report

Transparency and accountability

Developing priorities through stakeholder engagement
Issues-based reporting

Global Reporting Initiative (GRI)

Tools and strategies to deliver an effective sustainability message
Tailoring reporting solutions to meet a company’s unique needs
Measuring and reporting on community investment

Reporting CSR activities to key stakeholders

10 Developing an effective communications plan

11. Case studies of successful reporting strategies

CoNoO~WDNE

Course Overview:

Stakeholders are increasingly holding companies accountable for their activities and demand information that is
consistent, material, comparable, credible and well structured. This course helps you to learn about
international reporting standards and how to deliver your sustainability message effectively to support business
objectives.

Who should attend?
Business executives and staff who are responsible for CSR and sustainability reporting, and those who are
looking to embark on reporting and communications initiatives. Communications professionals and investor
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Tailoring CSR communication

Ali Darwin
Tanggal 5 Agustus 2009

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2009/08/05/tailoring-csr-communication.html

e are all aware that the most challenging
Wissues on our earth today are global

warming, ozone depletion and
environmental damage. Each year there are more
people in the world who do not get enough food.
Rising poverty and unemployment have also
increased pressure on environmental resources.
Many of the responsible companies, therefore, have
demonstrated  their  accountability  through
embedding sustainability and corporate social
responsibility (CSR) management as a core corporate
value. Stakeholder engagement for them is crucial for
maintaining a sustainable business, and all of the CSR
performance needs to be communicated to the
stakeholders.
Since last decade, we in the business world were
introduced to an effective means to measure and to
communicate CSR performance, which is called
sustainability reporting. The Global Reporting
Initiative (GRI) defines sustainability reporting as the
practice of measuring, disclosing, and being
accountable to internal and external stakeholders for
organizational performance toward the goal of
sustainable development. According to the World
Commission on Environment and Development, the
goal of sustainable development is to "meet the
needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own
needs". The GRI fully subscribes to these goals, and,
as key forces in society, the world of business has an
important role to play in achieving this goal.

"Sustainability reporting" is a broad term. Other
terms that can be used to describe reporting on
economic, environmental and social impacts are:
corporate responsibility reports, CSR reports,
sustainable  development reports, corporate
citizenship reports, etc. These reports can be
prepared based on the guidelines released by GRI.
More information on this important initiative can be
found at www.globalreporting.org. In addition to the
GRI Reporting Framework, companies can add other
industry standards. As we have seen in Exxon Mobil's
2008 Corporate Citizenship Report, its report was
produced based on the reporting guidelines of the
International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association (IPIECA) and the American
Petroleum Institute (API) Oil and Gas Industry

Guidance on Voluntary Sustainability Reporting,
April 2005. From ExxonMobil's 2008 Corporate
Citizenship Report, for example, the stakeholders will
have a deep understanding of their sustainability
performance. The report reveals that the key goal of
corporate citizenship strategy is to address the
challenge of sustainability - balancing economic
growth, social development and environmental
protection. In ExxonMobil, stakeholder engagement
takes many forms and includes in-depth
conversations with governments, NGOs,
shareholders, customers, suppliers, employees and
others.  Sustainability reports can be used by
different elements of society, particularly NGOs,
providers of capital such as Sustainable &
Responsible Investment and Socially Responsible
Bankers as a tool in the decision-making process.

Sustainability reports are also used by government
institutions such as the Ministry for the Environment,
particularly to make an assessment regarding the
environmental performance of the reporting
organization. The management and employees use
the sustainability report to make improvements with
regard to the sustainability performance in order to
leverage their competitiveness. Many organizations
do sustainability reporting voluntarily, pushed by the
company's ethos, recognition of good business sense
or because of peer pressure. Other big players, such
as the mining, tobacco, or plantation industries,
understand that their operations have a significant
impact on society and the environment, and they
thus produce sustainability reports to describe what
has been done and what will be done with regards to
environment and social issues.

There is a good lesson from Sweden to be learned. As
of 2009, the Swedish government requires that
Swedish state-owned companies present
sustainability reports. The Swedish government
wants state-owned companies "to set an example
and to be at the leading edge" of sustainability and
good governance practices. In Indonesia, regulations
on CSR reporting can be found in the Capital Market
Supervisory Agency (Bapepam) and the latest limited
company law (Law No. 40/2007). They do not,
however, require companies to produce stand alone
sustainability reports although both of the
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regulations require companies to disclose the
implementation of CSR programs in their annual
reports. And what do we mean by CSR? The
legislation reveals nothing. It seems that the
definition, scope and programs of CSR including the
report format are just left to the public
understanding and the CSR policy adopted by each
company. Although mandatory CSR has been
legislated in Indonesia, the production of stand-alone
sustainability reports remains voluntary. Up to 2008,
only 13 companies released stand-alone
sustainability reports.

The awareness of the importance of this kind of
report is still low and some companies argue that it
only adds to costs. While others understand this
report provides benefits, they still do nothing since
they are not required to do so by law or regulation.
In order to promote sustainability reporting and to
recognize and  appreciate  the  reporting
organizations, since 2005, the Indonesian Institute of
Management Accountants (IAMI), partnering with
the National Center for Sustainability Reporting
(NCSR), has organized an annual award called the
Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). To
build capacity in sustainability reporting and CSR

management, NCSR has conducted regular training
programs for two levels of certification. One is called
Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)
and the other is called Certified Sustainability Report
Assuror (CSRA).

All of us recognize that CSR has become a hot topic.
Many companies have implemented CSR in various
ways based on their perception and their adopted
strategy, but the stakeholders know nothing about
the companies' performance with regards to
environment and social issues. Sustainability
Reporting, therefore, is crucial as a tool to
communicate a company's CSR performance. And by
producing a sustainability report, it is expected that
some key questions can be answered, for instance
the issues of corporate transparency, stakeholder
engagement, environmental and social impact, and
corporate accountability. A sustainability report is
one way to maximize corporate communication in
the context of corporate sustainability performance.

The writer is executive director of the National Center
for Sustainability Reporting (NCSR) and can be
contacted at secretary@ncsr-id.org

Is Benefit-Cost Analysis Helpful for Environmental Regulation?

Robert Stavins
Tanggal 2 agustus 2009

Sumber: www.environmentalleader.com/2009/08/02/is-benefit-cost-analysis-helpful-for-environmental-

regulation/ugust 2, 2009

ith the locus of action on Federal climate
Wpolicy moving from the House of

Representatives to the Senate, this is a

convenient moment to step back from the
political fray and reflect on some fundamental
questions about U.S. environmental policy. One such
question is whether economic analysis - in particular,
the comparison of the benefits and costs of proposed
policies - plays a truly useful role in Washington? Or
is it little more than a distraction of attention from
more important perspectives on public policy? Or -
worst of all - is it counter-productive, even
antithetical, to the development, assessment, and
implementation of sound policy in the
environmental, resource, and energy realms?

With an exceptionally talented group of thinkers -
including scientists, lawyers, and economists - now in
key environmental and energy policy positions at the
White House, the Environmental Protection Agency,

the Department of Energy, and the Department of the
Treasury, this question about the usefulness of
benefit-cost analysis is of particular importance. For
many years, there have been calls from some
quarters for greater reliance on the use of economic
analysis in the development and evaluation of
environmental regulations. Most economists would
argue that economic efficiency - measured as the
difference between benefits and costs - ought to be
one of the key criteria for evaluating proposed
regulations. (See my previous posts: “The Myths of
Market Prices and Efficiency,” March 3, 2009; “What
Baseball Can Teach Policymakers,” April 20, 2009;
“Does Economic Analysis Shortchange the Future?”
April 27,2009)

Because society has limited resources to spend on
regulation, such analysis can help illuminate the
trade-offs involved in making different kinds of social
investments. In this sense, it would seem
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irresponsible not to conduct such analyses, since
they can inform decisions about how scarce
resources can be put to the greatest social good. In
principle, benefit-cost analysis can also help answer
questions of how much regulation is enough. From
an efficiency standpoint, the answer to this question
is simple - regulate until the incremental benefits
from regulation are just offset by the incremental
costs.

In practice, however, the problem is much more
difficult, in large part because of inherent problems
in measuring marginal benefits and costs. In addition,
concerns about fairness and process may be very
important economic and non-economic factors.
Regulatory policies inevitably involve winners and
losers, even when aggregate benefits exceed
aggregate costs. Over the years, policy makers have
sent mixed signals regarding the use of benefit-cost
analysis in policy evaluation. Congress has passed
several statutes to protect health, safety, and the
environment that effectively preclude the
consideration of benefits and costs in the
development of certain regulations, even though
other statutes actually require the use of benefit-cost
analysis. At the same time, Presidents Carter, Reagan,
Bush, Clinton, and Bush all put in place formal
processes for reviewing economic implications of
major environmental, health, and safety regulations.

Apparently the Executive Branch, charged with
designing and implementing regulations, has seen a
greater need than the Congress to develop a
yardstick against which regulatory proposals can be
assessed. Benefit-cost analysis has been the yardstick
of choice It was in this context that ten years ago a
group of economists from across the political
spectrum jointly authored an article in Science
magazine, asking whether there is a role for benefit-
cost analysis in environmental, health, and safety
regulation. That diverse group consisted of Kenneth
Arrow, Maureen Cropper, George Eads, Robert Hahn,
Lester Lave, Roger Noll, Paul Portney, Milton Russell,
Richard Schmalensee, Kerry Smith, and myself. That
article and its findings are particularly timely, with
President Obama considering putting in place a new
Executive Order on Regulatory Review.

In the article, we suggested that benefit-cost analysis
has a potentially important role to play in helping
inform regulatory decision making, though it should
not be the sole basis for such decision making. We
offered eight principles.

1. Benefit-cost analysis can be useful for comparing
the favorable and unfavorable effects of policies,
because it can help decision makers better
understand the implications of decisions by
identifying and, where appropriate, quantifying

the favorable and unfavorable consequences of a
proposed policy change. But, in some cases, there
is too much uncertainty to use benefit-cost
analysis to conclude that the benefits of a
decision will exceed or fall short of its costs.

2. Decision makers should not be precluded from
considering the economic costs and benefits of
different policies in the development of
regulations. Removing statutory prohibitions on
the balancing of benefits and costs can help
promote more efficient and effective regulation.

3. Benefit-cost analysis should be required for all
major regulatory decisions. The scale of a
benefit-cost analysis should depend on both the
stakes involved and the likelihood that the
resulting information will affect the ultimate
decision.

4. Although agencies should be required to conduct
benefit-cost analyses for major decisions, and to
explain why they have selected actions for which
reliable evidence indicates that expected benefits
are significantly less than expected costs, those
agencies should not be bound by strict benefit-
cost tests. Factors other than aggregate economic
benefits and costs may be important.

5. Benefits and costs of proposed policies should be
quantified wherever possible. But not all impacts
can be quantified, let alone monetized.
Therefore, care should be taken to assure that
quantitative factors do not dominate important
qualitative factors in decision making. If an
agency wishes to introduce a “margin of safety”
into a decision, it should do so explicitly.

6. The more external review that regulatory
analyses receive, the better they are likely to be.
Retrospective assessments should be carried out
periodically.

7. Aconsistent set of economic assumptions should
be used in calculating benefits and costs. Key
variables include the social discount rate, the
value of reducing risks of premature death and
accidents, and the values associated with other
improvements in health.

8. While benefit-cost analysis focuses primarily on
the overall relationship between benefits and
costs, a good analysis will also identify important
distributional consequences for important
subgroups of the population.

From these eight principles, we concluded that
benefit-cost analysis can play an important role in
legislative and regulatory policy debates on
protecting and improving the natural environment,
health, and safety. Although formal benefit-cost
analysis should not be viewed as either necessary or
sufficient for designing sensible public policy, it can
provide an exceptionally useful framework for
consistently organizing disparate information, and in
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this way, it can greatly improve the process and
hence the outcome of policy analysis.

If properly done, benefit-cost analysis can be of great
help to agencies participating in the development of
environmental regulations, and it can likewise be
useful in evaluating agency decision making and in
shaping new laws, which brings us full-circle to the

climate legislation that will be developed in the U.S.
Senate.

Robert N. Stavins is the Albert Pratt Professor of
Business and Government, Director of the Harvard
Environmental Economics Program, and Chairman of
the Environment and Natural Resources Faculty
Group. He writes a blog that ties together
environmental matters and economics
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SEMINAR
SEHARI “PEMBERDAYAAN YANG

MEMANDIRIKAN”
MASYARAKAT MANDIRI

Dalam sebuah negara berkembang seperti Indonesia
data menunjukkan bahwa salah satu praktik CSR
paling populer adalah program pengembangan
masyarakat (community development, CD). Program
ini dianggap sebagai langkah strategis perusahaan
dalam turut berkontribusi positif bagi pembangunan.
Selain  merupakan bentuk nyata kemitraan
perusahaan dengan para pemangku kepentingan, CD
juga dapat berfungsi sebagai upaya memandirikan
masyarakat dan turut berperan aktif dalam
memerangi angka kemiskinan seperti juga termaktub
dalam Millenium Development Goals (MDGSs).

Melihat begitu besarnya potensi CD sebagai upaya
mensejahterakan masyarakat, Masyarakat Mandiri
(MM) sebagai salah satu jejaring sosial Dompet
Dhuafa Republika menyelenggarakan seminar sehari
bertajuk “Pemberdayaan yang Memandirikan”.
Bertempat di Ruang Lotus 1 Jakarta Design Centre
pada 16 Juli 2009, MM menghadirkan para penggiat
yang selama ini memang memiliki minat tinggi dalam
pemberdayaan masyarakat sebagai pembicara
seminar, seperti:

1 Prof. Drs. Isbandi Rukminto Adi, MKes, PhD
dari FISIP UI,

1 Maya F. Tamimi, SME sebagai Program
Manager PT Unilever Indonesia, Tbk,

T Ir. Nana Mintarti, MP sebagai advisor
Masyarakat Mandiri.

Adapun dari pemerintah seharusnya hadir Dr. Ir.
Sujana Royat, DEA sebagai Deputi Menko Kesra Bid.
Kood. Penanggulangan Kemiskinan namun beliau
berhalangan hadir.

Antusiasme atas isu kemandirian masyarakat juga
tergambar dari berbagai kalangan yang hadir sebagai
peserta seminar. Mulai dari kalangan akademisi,
organisasi non pemerintah (ornop), pelaku usaha
hingga pemerintah hadir dalam seminar dan turut
menyumbangkan pemikirannya dalam sesi diskusi
hingga sesi ramah tamah dalam jamu makan siang.

Hal yang perlu dicatat bahwa kini kian meningkat
kesadaran ragam kalangan bahwa kontribusi dalam
menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan
masyarakat tidak cukup hanya sekadar tindak
karitatif, temporer, dan tidak terencana. Tahap
perencanaan, identifikasi masyarakat tujuan, strategi
pendekatan secara partisipatif, identifikasi kebutuhan
masyarakat, pemilihan, pelaksanaan hingga evaluasi
program merupakan rangkaian panjang dan
komprehensif dalam menjalankan pemberdayaan
masyarakat secara utuh. Termasuk kala perusahaan
berkehendak untuk bermitra dengan masyarakat.
Dengan melalui kerangka rantai pasokan (supply
chain) guna memasok bahan baku operasional inti
perusahaan, program CD merupakan langkah yang
strategis dalam mewujudkan masyarakat yang benar-
benar mandiri dan mampu berdiri sendiri.

CD memang telah menjelma menjadi salah satu
praktik CSR paling populer di Indonesia. Namun
perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada para
pemangku kepentingannya tidaklah hanya berhenti
pada CD saja. CD merupakan bagian dari CSR. Isu
kerja CSR lainnya telah menunggu untuk segera
diwujudkan. Isu tata kelola perusahaan termasuk
peran aktif dalam transparensi dan turut memerangi
tindak suap serta korupsi, isu tenaga kerja, isu HAM,
isu etika perdagangan, perlindungan konsumen
hingga isu lingkungan hidup dan kontribusi
perusahaan dalam turut menangani pemanasan global
merupakan rangkaian CSR lainnya yang seharusnya
turut menjadi fokus kinerja perusahaan menuju
terwujudnya praktik CSR susbtansial di negeri ini.
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